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ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dalam upaya
perlindungan hukum atau payung hukum terhadap penerima gadai
dengan lembaga pergadaian swasta di Yogyakarta dan pengawasan
Otoritas Jasa Keuangan terhadap praktek gadal swasta di Y ogyakarta
taahun 2019.

Jenis penelitian ini adalah field research. Sifat penelitian bersifat
deskriptif-analisis. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan
yuridis-empiris. Data primer berupa hasi| observasi dan wawancara dan
data sekunder berupa perundang-undangan. Pengumpulan data
dilakukan dengan observasi dan wawancara Teknik analisis data
menggunakan metode analisis-kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam upaya perlindungan
hukum Otoritas Jasa Keuangan terhadap penerima gadal dari lembaga
pergadaian swasta di Yogyakarta adaah membuat mekanisme
pengaduan konsumen. Otoritas Jasa Keuangan menyelenggarakan
sistem pengaturan dan pengawasan Yyang terintegrasi terhadap
keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan yang meliputi
sektor perbankan, pasar modal, dan jasa keuangan di sektor
perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa
keuangan lainnyaUpaya perlindungan hukum Otoritas Jasa Keuangan
terhadap penerima gadai bersifat administratitf karena Otoritas Jasa
Keuanga hanya sebatas melakukan pemeriksanaan dan pengawasan
terhadap masalah yang dialami oleh pihak pergadian swasta. Otoritas
Jasa Keuanga tidak memiliki tanggung jawab terhadap barang jaminan
yang rusak karena tanggung jawab sepenuhnya ada pada perusahaan.
Prosentase- nominal - penggantian. terhadap barang yang -rusak atau
hilang wajib diberikan sepenuhnya atau 100% sesual dengan taksiran
barang jaminan yang masuk pada awal masuk di perusahaan pergadaian
tersebut. Bagian-bagian dari Otoritas Jasa Keuanga yang membidangi
penanganan kasus barang yang rusak pada Pelaku Usaha Jasa
Keuangan adalah IKNB (Industri Keuangan Non Bank) yang menerima
pengaduan dari EPK (Edukasi dan Perlindungan Konsumen).

Kata kunci: Otoritas Jasa K euanga, Jaminan, Gadai
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Uang merupakan salah satu komponen penting dalam
kehidupan. Uang selalu dibutuhkan untuk membeli atau membayar
berbagai keperluan. Terkadang sebagian masyarakat merasa
kesulitan untuk memperoleh dana tunai dan yang menjadi masalah
itu, kebutuhan yang ingin dibeli tidak dapat dicukupi dengan uang
yang dimilikinya. Untuk mengatasi kesulitan tersebut dimana
kebutuhan dana dapat dipenuhi tanpa harus kehilangan barang-
barang berharganya, maka masyarakat dapat menjaminkan barang
tersebut ke Lembaga pembiayaan atau perbankan. Namun jika
dana yang dibutuhkan relatif kecil tidak menjadi masalah, karena
banyak tersedia sumber dana yang murah dan cepat, mulai dari
pinjaman ke tetangga, tukang ijon sampai pinjaman dari lembaga
keuangan lainnya.Untuk mengatasi kesulitan ekonomi dimana
kebutuhan dana dapat dipenuhi tanpa kehilangan barang-barang
berharga, maka masyarakat dapat menjaminkan barang-barangnya
ke lembaga tertentu.

Lembaga keuangan ‘merupakan lembaga yang menjadi
perantara. keuangan. .dan jasa. ekonomi .masyarakat untuk
mensejahterakan masyarakat. Lembaga keuangan di Indonesia
dapat dibagi menjadi lembaga keuangan bank dan lembaga
keuangan non bank, kedua lembaga ini selain memiliki fungsi

sebagai lembaga intermediasi juga memiliki fungsi untuk

1 Kasmir, Bank dan Lembaga Kuangan lainnya, (Jakarta: PT Raja Grafindo
Persada, 2007), him. 245.



menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit.
Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) adalah lembaga atau
badan hukum yang melakukan kegiatan usaha dalam bidang
keuangan yang secara langsung maupun tidak langsung
menghimpun dana dengan cara mengeluarkan surat-surat berharga,
kemudian menyakurkan dana kepada masyarakat terutama untuk
membiayai investasi perusahaan-perusahaan. Adapun LKBB yang
berkembangan dalam kegiatan keuangan di Indonesia adalah
asuransi, dana pensiun, perusahaan pembiayaan, perusahaan modal
ventura dan pergadaian.usaha pergadaian turut berkontribusi bagi
perekonomian Indonesia, khususnya dalam penyediaan layanan
keuangan melalui penyaluran dana pinjaman kepada masyarakat
dengan jaminan barang bergerak (gadai).

Menurut Purwahid Patrick dan Kashadi usaha gadai
mempunyai beberapa unsur pokok, yaitu: 1. Gadai lahur karena
penyerahan kekuasaan atas barang gadai kepada kreditur
pemegang gadai, 2. Penyerahan itu dapat dilakukan oleh debitur
pemberi gadai atau orang lain atas nama debitur, 3. Barang yang
menjadi obyek gadai adalah barang-barang bergerak, 4. Kreditur
pemegang gadai berhak untuk mengambil pelunasan dari barang
gadai-dengan cara didahulukan daripada kreditur lainnya.

Sejalan-dengan perkembangan perekonomian saat ini sistem
pengawasan lembaga keuangan mengalami perubahan. Lembaga
keuangan sebelumnya diawasi dan bertanggungjawab kepada Bank
Indonesia, namun dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor
21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya
disebut UU OJK), seluruh lembaga keuangan berada dalam

pengawasan Otoritas Jasa Keuangan. Pembentukan OJK berawal



dari adanya keresahan dari beberapa pihak dalam hal fungsi
pengawasan Bank Indonesia. Ada tiga hal yang melatarbelakangi
pembentukan OJK, vyaitu perkembangan industri sektor jasa
keuangan di Indonesia, permasalahan lintas sektoral industri jasa
keuangan, dan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004
tentang Bank Indonesia merupakan respon dari krisis Asia yang
terjadi pada 1997-1998 yang berdampak sangat berat terhadap
Indonesia, khususnya sektor perbankan. Krisis ekonomi tersebut
mengharuskan pemerintah melakukan pembenahan di sektor
Perbankan dalam rangka melakukan stabilitasi sistem keuangan
dan mencegah terulangnya krisis. Untuk mengatasi permasalahan
ini maka muncul gagasan untuk mendirikan suatu lembaga
pengawasan yang mandiri yaitu OJK.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa
Keuangan (OJK) telah mengatur bahwa pergadaian merupakan
lembaga jasa keuangan yang berada dalam pengaturan dan
pengawasan OJK. Sebagaiman didalam Pasal 1 angka 10 UU OJK,
bahwa Lembaga Jasa Keuangan lainnya adalah pergadaian,
lembaga penjaminan, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia,
perusahaan’' pembiayaan sekunder perumahan dan lembaga yang
menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat yang bersifat
wajib, meliputi penyelenggaraan progam jaminan sosial, pensiun
dan kesejahteraan, sebagaimana dimaksud dalam peraturan
perundang-undangan mengenai pergadaian, penjaminan, lembaga
pembiayaan ekspor Indonesia, perusahaan pembiayaan sekunder
perumahan dan lembaga yang menyelenggarakan pengelolaan dana
masyarakat yang bersifatwajib, serta lembaga jasa keuangan lain

yang dinyatakan diawasi oleh OJK berdasarkan peraturan



perundang-undangan. Dalam UU OJK Pasal 2 ayat (2)
menjelaskan bahwa OJK adalah lembaga yang independent dalam
melaksanakan tugass dan wewenangnya, bebas dari campur tangan
pihak lain, kecuali untuk hal hal yang secara tegas diatur dalam
Undang-Undang ini. Rumusan yang berlaku sebagai batasan
pinjam gadai sampai dengan saat ini masih merujuk kepada bunyi
Pasal 1150 KUH Perdata yang berbunyi, “Gadai adalah suatu hak
yang diperoleh seseorang berpiutang (kreditur) atas suatu barang
bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seseorang yang
berutang (debitur) atau oleh kuasanya, sebagai jaminan atas
utangnya, dan yang memberi wewenang kepada seseorang
berpiutang (kreditur) untuk mengambil pelunasan piutangnya dari
barang itu secara didahulukan daripada kreditur-kreditur lain
dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut sebagai
pelaksanaan putusan atas tuntutan mengenai pemilikan atau
penguasaan, dan biaya yang telah dikeluarkan untuk
menyelamatkan barang itu setelah barang itu digadaikan, biaya-
biaya mana yang harus didahulukan.”

Berdasarkan ketentuan diatas, jelaslah bahwa dalam gadai
ada kewajiban dari. seseorang debitur untuk menyerahkan barang
bergerak yang dimilikinya sebagai jaminan pelunasan utang, serta
memberikan hak kepada kreditur yang dalam hal ini adalah pihak
pegadaian untuk melakukan penjualan atau pelelangan atas barang
tersebut apabila debitur tidak mampu menebus kembali barang
yang dimaksud dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Dengan
kata lain, kewajiban debitur untuk menyerahkan harta bergerak

2 Lihat Pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.



miliknya sebagai agunan kepada pihak pegadaian, disertai dengan
pemberian hak kepada pihak pegadaian untuk melakukan
penjualan (lelang) dalam kondisi yang ditentukan.

Secara umum pengertian usaha gadai adalah kegiatan
menjaminkan barang-barang berharga kepada pihak tertentu, guna
memperoleh sejumlah uang yang dimana barang yang dijaminkan
akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah
dengan lembaga gadaSalah satu bentuk usaha gadai adalah gadai
swasta. Gadai swasta adalah kegiatan usaha pegadaian yang
dijalankan oleh pihak swasta. Di Yogyakarta sendiri usaha
kegiatan gadai swasta ini sudah menjadi kegiatan umum
dimasyarakat, dimana prospek usaha jasa pegadaian ke depan
memang menjanjikan, mengingat adanya perubahan perilaku,
perkembangan budaya dan kebutuhan masyarakat saat ini. Jika
dahulu budaya hutang adalah sangat tabu, namun saat ini hutang
sudah menjadi kebutuhan dan bahkan budaya yang berkembang di
masyarakat.

Perusahaan gadai swasta semakin hari semakin banyak dan
berkembang, membuktikan bahwa jasa usaha gadai swasta ini
sangat gampang yaitu dapat dilihat dari media cetak, media
elektronik bahkan melalui iklan atau spanduk yang terpampang
dipinggir jalan. seperti. di tiang listrik, pohon-pohon, dan ditoko-
toko pinggir jalan. Dengan pelayanan yang cepat dan sederhana

tidak perlu rumit untuk menunggu waktu yang lama. Iklan yang

3 Abdul Rasyid Saliman, Hermansyah dan Ahmad Jdli&kum Bisnis Untuk
Perusahaan Teori & Contoh Kasus, (Jakarta: Kencana PMG, 2005), him. 38-39.

4 Dahlan SiamatManajemen Lembaga Keuangan, Edisi 2, Cetakan 2,
(Jakarta: Lembaga Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2001), him. 246.
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sederhana dan bersifat persuasif ini pun mampu membuat

masyarakat yang membacanya apalagi yang sedang membutuhkan
dana sangat tertarik untuk menggadaikan barangnya yang

ditukarkan dengan uang. Peminatnya banyak karena dalam

administrasinya ringkas, tidak perlu pesyaratan rumit dan cepat

bahkan sangat mudah dalam prosesnya. Namun biasanya jasa
usaha gadai swasta ini memberikan bunga yang cukup tinggi

sehingga akan memberatkan pihak penerima gadai tersebut.

Adanya perusahaan pergadaian tersebut memudahkan masyarakat
dalam memperoleh uang dengan cepat dan proses yang mudah
tanpa harus kehilangan barangnya. Perusahaan pergadaian
diharapkan mampu mengatasi masalah liquiditas masyarakat agar
masyarakat yang membutuhkan uang tidak jatuh ke tangan pelepas
uang (enternir).

Maraknya jasa penyediaan uang tunai bagi masyarakat
dikeluhkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) karena
perlindungan terhadap konsumen pada pegadaian swasta cukup
minim. Perlindungan yang dimaksud dalam hal ini berkaitan
dengan pemberian jaminan dan kepastian bahwa seseorang akan
mendapatkan  apa“ yang menjadi hak dan kewajibannya atau
perlindungan = terhadap « kepentingannya, .~ sehingga yang
bersangkutan.. mendapatkan -rasa aman.  Perlindungan hukum
diberikan dengan tujuan mencegah terjadinya suatu sengketa.
Perlindungan hukum juga diberikan setiap orang sebagai wadah
penanggulangan dan memiliki rasa aman sehingga tidak minim

terjadinya sengketa ataupun kerugian baik dari pihak penerima



maupun pemberi gadaiKerugian — kerugian yang dialami oleh
konsumen pada pegadaian swasta diantaranya berkaitan dengan
kerusakan terhadap barang penjaminan atau barang yang
digadaikannya. Oleh karena itu diperlukan pengawasan dari pihak
yang berkepentingan di dalam mengawasi segala aktivitas
berkaitan dengan barang jaminan dari konsumen pegadaian swasta.

Otoritas Jasa Keuangan merupakan lembaga yang
independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang
mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan,
pemeriksaan dan penyidikan. Berdirinya Otoritas Jasa Keuangan
berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut UU OJK) menandai
dimulainya era baru sistem pengawasan sektor jasa keuangan.
Otoritas Jasa Keuangan sebagal lembaga yang dibentuk dengan
tujuan untuk mengawasi lembaga keuangan dan memiliki peran
yang besar dalam pencegahan dan penanggulangan penghimpunan
dana illegal. OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan
kegiatan di dalam sector jasa keuangan.

Pada tahun 2016 Otoritas Jasa Keuangan telah mengeluarkan
peraturan tentang “usaha pergadaian yang lebih mengacu pada
pergadaian swasta. Dalam POJK Nomor.31/PQJK.05/2016 tentang
usaha pergadaian-selain melegalkan izin usaha pada gadai swasta,
OJK juga mengatur penyelenggaraan usaha gadai swasta. Dalam
Pasal 2 ayat (2) menjelaskan bahwa perusahaan pergadaian yang
berbentuk badan hukum perseroan terbatas sebagai mana dimaksud
pada ayat (1) huruf a, sahamnya hanya dapat dimiliki oleh: a.

5 Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia
(Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987), him. 5.
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negara Republik Indonesia; b. pemerintah daerah; c. warga negara
Indonesia; dan/atau badan hukum Indonesia.

Akan tetapi dengan diterbitkannya peraturan OJK belum
menjamin bahwasannya semua jasa usaha gadai swasta ini sudah
melakukan perizinan maupun kriteria atau tatacara yang
dimaksudkan sehingga terdapat perlindungan konsumen yang
aman selayaknya pegadaian negeri.

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, bisa
disimpulkan judul dari skripsi ini yaituPeran Otoritas Jasa
Keuangan Terhadap Pengawasan Barang Jaminan Pada

Gadai Swasta Di Yogyakarta”.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka dapat
dirumuskan beberapa rumusan masalah yaitu sebagai berikut:
1. Bagaimana upaya perlindungan hukum OJK terhadap
penerima gadai dari lembaga pegadaian swasta di Yogyakarta?
2. Bagaimana pengawasan OJK terhadap barang jaminan yang

rusak pada gadai swasta di Yogyakarta?

C. Tujuan dan Kegunaan
1. Tujuan
Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan yang
hendak dicapai oleh penyusun dalam penelitian ini adalah
sebagai berikut :
a) Untuk mengetahui upaya perlindungan hukum atau payung
hukum terhadap penerima gadai dengan lembaga pegadaian

swasta di Yogyakarta.



b) Untuk mengetahui pengawasan OJK terhadap barang
jaminan yang rusak pada lembaga pegadaian swasta di
Yogyakarta.

2. Kegunaan

Adapun kegunaan dari penulisan skripsi ini dapat
dikelompokkan menjadi dua, yaitu memberikan manfaat bagi
perkembangan ilmu pengetahuan (teoritis) dan memberikan
manfaat bagi masyarakat secara umum (prakitejtama,
secara teoritis, skripsi ini berharap agar dapat dijadikan
sebagai telaah penelitian-penelitian tentang perlindungan
hukum bagi pihak penerima gadai terhadap usaha kegiatan
pegadaian swasta di Yogyakarta dan peran Otoritas Jasa

Keuangan dalam mengawasi kegiatan usaha gadai swasta

tersebut. Kedua, secara praktis, berharap skripsi ini dapat

menambah wawasan dan menambah informasi bagi pembaca
ataupun para pelaku usaha maupun konsumen yang pernah
mengalami praktik pegadaian swasta yang tidak sesuai dengan

peraturan yang sudah ada.

D. Telaah Pustaka
Telaah pustaka yang digunakan sebagai pembanding dalam
penulisan, skripsi ini yaitu beberapa karya tulis ilmiah yang berupa
skripsi dan jurnal yang membahas pokok permasalahan yang
berkaitan dengan skripsi yang ingin dibahas.
Karya tulis yang pertama yaitu berbentuk skripsi yang ditulis
oleh Nurul Hidayah dengan judul, “Peran Otoritas Jasa Keuangan



Dalam Menangani Kegiatan Investasi Di Banjarma&imalam
skripsi tersebut menjelaskan bahwa, peran otoritas jasa keuangan
regional 9 Kalimantan dalam menangani kegiatan investasi yang
memiliki badan hukum namun tidak memiliki izin usaha dari OJK

di Banjarmasin yaitu dengan melakukan upaya prefentif melalui
kegiatan edukasi dan sosialisasi kepada seluruh kalangan
masyarakat, dan upaya represif melalui fasilitas pengaduan dan
membentuk Satgas Waspada Investasi Daerah. Akan tetapi, upaya
represif belum berjalan secara maksimal karena keterbatasan dan
kendala dalam pelaksanaannya.

Karya tulis kedua yaitu berbentuk skripsi yang ditulis oleh
Nazia Tunisa Alham dengan judul, “Peran Otoritas Jasa Keuangan
Terhadap Pengawasan Pendaftaran Jaminan Fidudbalam
skripsi ini menjelaskan Jaminan fidusia yang merupakan salah satu
objek transaksi bisnis dalam lembaga pembiayaan yag
pengawasannya di lakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan
berdasarkan Pasal 6 huruf (c) Undang-Undang No 21 Tahun 2012
tentang Otoritas Jasa Keuangan. Transaksi jaminan fidusia akan
berjalan baik jika aturan yang ada memberikan perlindungan dan
kepastian hukum bagi' para pihak dalam “hal ‘ini perusahaan dan
konsumen. Hadirnya OJK harus memberikan dampak positif bagi
perekonomian. Indonesia. Semakin.aman transaksi yang dilakukan

semakin lancar perekonomian indonesia. Penjaminan Fidusia wajib

& Nurul Hidayah, “Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Menangani Kegiatan

Investasi Di Banjarmasin,” skripsi Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN
Antasari Banjarmasin, (2017).

7 Nazia Tunisa Alham, “Peran Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Pengawasan

Pendaftaran Jaminan Fidusia,” skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas
Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, (2014).
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didaftarkan oleh lembaga pembiayaan di Kantor Pendaftaran
Fidusia berdasarkan UndangUndang No. 42 Tahun 1999 tentang
Jaminan Fidusia dan Peraturan Menteri Keuangan No
130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia bagi
Perusahaan Pembiayaan Bermotor dengan Pembebanan Jaminan
Fidusia.

Karya tulis ketiga yaitu berbentuk skripsi yang ditulis oleh
Musthofa Isniyanto dengan judul, “Tanggungjawab Penerima
Gadai Terhadap Pemberi Gadai Atas Barang Jaminan Yang Hilang
Di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Wono§if¥alam skripsi ini
menjelaskan bahwasanya dalam transaksi gadai, pihak pemberi
gadai dan pemegang gadai mempunyai hak dan kewajiban yang
harus dipenuhi oleh masing — masing pihak sesuai ketentuan dalam
perjanjian. Barang gadai setelah perjanjian sepenuhnya menjadi
tanggung jawab pihak pegadaian. Pihak pegadaian mempunyai
kewajiban atas pengamanan dan pemeliharaan terhadap barang
jaminan agar terhindar dari hal — hal yang tidak diinginkan.

Untuk mengantisipasi hal — hak yang tidak diinginkan, pihak
pegadaian telah mengasuransikan seluruh barang jaminan yang
ada. Apabila terjadi kehilangan atau kerusakan karena kelalaian
pegadaian makan pihak ‘pegadaian bertanggungjawab untuk
mengganti atau mencari barang jaminan - tersebut dengan cara
memberikan barang lain sejenis dengan barang jaminan atau

diberikan uang pengganti kerugian sebesar 120% dari nilai taksir

8 Musthofa Isniyanto, “Tanggungjawab Penerima Gadai Terhadap Pemberi
Gadai Atas Barang Jaminan Yang Hilang di PT. Pegadaian (persero) Cabang
Wonogiri”, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan
Kalijaga Yogyakarta, (2016).
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sesuai kesepakatan dan kondisi serta kebijakan dari pihak

pegadaian.

E. Kerangka Teoritik
1. Teori Perlindungan Hukum

Hukum sejatinya harus memberikan perlindungan bagi
semua pihak sesuai dengan status hukumnya karena setiap
orang mempunyai kedudukan yang sama dimuka hukum.
Aparat penegak hukum mempunyai fungsi untuk menegakkan
hukum, dengan fungsinya aturan hukum maka secara tidak
langsung hukum akan memberikan perlindungan terhadap
setiap hubungan hukum atau segala aspek dalam kehidupan
masyarakat yang diatur oleh hukum itu sendiri.

Menurut Philipus M. Hadjon bahwa perlindungan
hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat
preventif dan resprensifPerlindungan hukum yang bersifat
preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa yang
mengarahkan kepada tindakan pemerintah yang bersifat hati-
hati dalam pengambilan  keputusan berdasarkan diskresi,
sedangkan perlindungan 'hukum yang bersifat resprensif
bertujuan. untuk “mencegah terjadinya sengketa, termasuk

penanganannya di lembaga.peradifan.

® Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia,
(Surabaya: PT. Bina llmu, 1987), him. 2.

10 Maria Alsof, Implementasi Perlindungan Indikasi Geografis Atas Produk-

Produk Masyarakat Lokal dalam Prespektif Hak Intelektual, (Malang: Universitas
Brawijaya, 2010), him. 18.
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Menurut Satjipto, perlindungan hukum adalah
memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia
(HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu
diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati hak-hak
yang diberikan oleh hukuft. Upaya untuk mendapatkan
perlindungan hukum yang diinginkan manusia adalah
ketertiban dan keteraturan antara nilai dasar dan hukum yakni
adanya kepastian hukum, kegunaan hukum serta keadilan
hukum, meskipun dalam praktiknya ketiga nilai dasar tersebut
saling bersinggungan. Fungsi utama hukum adalah melindungi
masyarakat dari bahaya dan tindakan yang dapat merugikan
dirinya, disamping itu hukum juga berfungsi memberikan
keadilan dan menjadi sarana untuk mewujudkan kesejahteraan
bagi masyarakat.

2. Teori Perjanjian
Dalam Pasal 1313 KUH Perdata Indonesia perjanjian
adalah suatu perbuatan yang mana antara satu orang atau lebih
mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Bab I
Buku KUH Perdata Indonesia menjelaskan bahwa perikatan
yang. lahir ~dari kontrak 'atau ' perjanjian. Syarat sahnya
perjanjian. diatur ~dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang

menentukan empat syarat,sahnya perjanjian, Yaitu:

11 satjipto Rahardjolmu Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), him.
52.

12 galim, H.S,Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak,
(Jakarta: Sinar Grafika, 2006), him. 33-34.
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a. Adanya Kesepakatan Kedua Belah Pihak
b. Kecakapan Untuk Melakukan Perbuatan Hukum
c. Adanya Objek Perjanjian
d. Adanya Causa Halal
3. Teori Pengawasan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
pengawasan adalah kesadaran yang tertuju pada peristiwa atau
fakta tertentu sebagai metode dalam penelifiamenurut
Robert J. Mockler berpendapat bahwa pengawasan adalah
usaha sitematik menetapkan standar pelaksanaan dengan
tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik,
membandingkan kegiatan nyata dengan standard, menentukan
dan mengukur penyimpangan serta mengambil tindakan
koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua
sumber daya yang dimiliki telah dipergunakan dengan efektif
dan efisiert?

4. Teori Penjaminan

Hartono Hadisoeprapto berpendapat, bahwa yang
dimaksud dengan jaminan adalah sesuatu yang diberikan
kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur
akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang

yang timbul dari suatu perikatan.

13 pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasidtahus Besar Bahasa
Indonesia, Jakarta, 2008, him. 47.

14 Zamani,Manajemen, Badan Penerbit IPWI, Jakarta, 1998, him. 132-133.
15 Hartono HadisoepraptoPokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum

Jaminan, Liberty, Yogyakarta, 2004, him. 50.

14



Pada dasarnya, jenis jaminan dapat dibedakan menjadi
dua macam, yaitu:
a) Jaminan materil (kebendaan)
Jaminan yang berupa hak mutlak atas suatu benda yang
mempunyai ciri-ciri dan hubungan langsung atas benda
tertentu, dapat dipertahankan terhadap siapapun, selalu
mengikuti bendanya dan dapat dialihkan.
b) Jaminan inmateril (perorangan)
Jaminan yang menimbulkan hubungan langsung pada
perorangan tertentu, hanya dapat dipertahankan terhadap

harta kekayaan debitur pada umumtya.

F. Metode Penelitian
Metode penelitian digunakan sebagai langkah-langkah dalam
melakukan suatu penelitian sesuai dengan apa yang dikaji. Untuk
mendapatkan hasil penelitian yang maksimal, diperlukan metode
yang benar dan jelas. Dalam skripsi ini menggunakan metode
penelitian sebagai berikut:
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini adaldield research yaitu dengan
melakukan penelitian: langsung ke lapangan untuk
mendapatkan data . yang benar dan akurat. Dalam penelitian
lapangan, penelusuran kepustakaan dibutuhkan sebagai
langkah awal guna memperoleh informasi dan data dalam

menyusun proposal dan kerangka pemikiran.

16 Sri Soedewi Masjchoen Sofwakjukum Perdata. Hak Jaminan Atas
Tanah, Liberty, Yogyakarta, 1981, him. 46-47.
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2. Sifat Penelitian
Sifat penelitian ini bersifadeskriptif-analisis, yaitu
mendeskripsikan dan menganalisis keadaan dari obyek yang
diteliti secara langsung kepada narasumber dengan
mendasarkan pada data primer sebagai sumber data utamanya.
3. Pendekatan Penelitian
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah
pendekatan yuridis-empiris. Pendekatan yuridis-empiris yaitu
cara yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian
dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu  untuk
kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap
data primer di lapangan.
4. Sumber Data
a. Data Primer
Data primer adalah data yang diperoleh langsung saat
melakukan penelitian di lapangan terkait dengan obyek
yang akan dikaji. Data primer berupa hasil observasi dan
wawancara. Hasil observasi diperoleh dengan cara
mengamati secara langsung ke wilayah dan instansi yang
terkait dengan penelitian. Hasil wawancara diperoleh dari
kegiatan tanya jawab/dengan narasumber.
b. Data Sekunder
Data sekunder dapat dibagi menjadi 3 macam bahan
hukum, yaitu:
1) Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang
memiliki sifat mengikat yang berkaitan dengan objek

penelitian yang meliputi :
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a) Undang-Undang Dasar 1945.

b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

c) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Otoritas Jasa Keuangan.

d) Peraturan  Otoritas Jasa Keuangan  Nomor
31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian.

e) Peraturan  Otoritas Jasa Keuangan  Nomor
1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen
Sektor Jasa Keuangan.

2) Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder adalah bahan yang
memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer
yang berupa buku-buku literatur yang berhubungan
dengan permasalahan, makalah-makalah dan hasil
penelitian terdahulu yang telah dikutip dalam telaah
pustaka yang khususnya membahas tentang jaminan
gadai, serta hasil penelitian pakar hukum yang berkaitan
dengan masalah yang diteliti.
3) Bahan Hukum Tersier
Bahan'hukum tersier adalah bahan hukum yang
memberikan . petunjuk maupun penjelasan terhadap
bahan hukum ,primer. dan sekundeAdapun petunjuk
yang dipakai dalam bahan hukum tersier dapat berupa :
a) Artikel-artikel dari media internet.

b) Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

17 Amiruddin dan Zainal Asikin,Pengantar Metode Penelitian, Cetakan
keenam, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), him. 32.
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5. Pengumpulan Data
Pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan
berbagai macam data primer yaitu observasi dan pengamatan
secara langsung di Kota Yogyakarta, melakukan wawancara
dengan narasumber baik itu masyarakat maupun pelaku usaha
pegadaian tersebut, dan melakukan dokumentasi. Selain itu,
juga dilakukan pengumpulan data sekunder yang berupa
beberapan bahan hukum yaitu peraturan-peraturan yang terkait
dengan kegiatan usaha pegadaian.
6. Analisis Data
Analisis data adalah proses mencari dan menyusun
secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan
lapangan dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah
dipahami dan tentunya dapat menjadi bahan informasi.
Penelitian ini_akan menggunakan metaalisis-kualitatif,
yaitu analisis dengan melihat kualitas data yang diperoleh.
Data yang sudah terkumpul selanjutnya akan dianalisis dengan
metode deduktif, yaitu cara berfikir yang bermula dari teori
atau kaidah-kaidah yang ada.

G. Sistematika Penulisan
Dalam _hal ini. memberikan gambaran-dan mendeskripsikan
alur dari penulisan skripsi ini, maka secara garis besar
menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut :
Skripsi ini terdiri dari lima bab dan beberapa sub bab. Bab
pertama berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang
penulisan skripsi ini, yaitu berisi dasar dan gambaran pertimbangan

yang melahirkan suatu pertanyaan terkait permasalahan yang akan
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diteliti. Selain latar belakang, pendahuluan juga terdiri dari
rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penulisan, telaah pustaka,
kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan dari
skripsi ini.

Pada bab kedua, menjelaskan teori-teori yang digunakan
dalam skripsi ini. Teori-teorinya adalah teori perlindungan hukum,
teori perjanjian, dalam teori perjanjian ini membahas mengenai
syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUH
Perdata, teori pengawasan dan teori penjaminan.

Pada bab ketiga, menjelaskan tentang data yang diperoleh
langsung dari penelitian lapangan afeeld research, yang mana
berupa wawancara dan observasi. Pada bab ini juga akan
memaparkan bahan sekunder yang merupakan peraturan
perundang-undangan Otoritas Jasa Keuangan Yogyakarta.

Pada_bab_keempat, berisi tentang analisis bab ketiga
menggunakan teori-teori yang dijelaskan dalam bab kedua. Pada
bab ini juga akan menjawab pertanyaan dari rumusan masalah,
yakni mengenai upaya perlindungan hukum OJK terhadap
penerima gadai swasta dan peran OJK dalam proses pengawasan
gadai swasta di Yogyakarta.

Bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari
analisis pembahasan. pada bab-bab sebelumnya dan memaparkan
saran-saran berdasarkan apa yang didapat dalam proses penelitian

ini.
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BABV
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesmpulan
Berdasarkan penelitian yang dilakukan penyusun dengan
judul “Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Terhadap Pengawasan

Barang Jaminan Pada Gadai Swasta Di Yogyakarta” dapat

disimpulkan sebagai berikut :

1. Dalam upaya perlindungan hukum OJK terhadap pemberi
gadai dari lembaga pegadaian swasta di Yogyakarta adalah
adalah membuat mekanisme pengaduan konsumen. OJK
menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang
terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa
keuangan yang meliputi sektor perbankan, pasar modal, dan
jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga
pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.

2. Pengawasan OJK terhadap barang jaminan yang rusak pada
gadai swasta di Yogyakarta adalah dengan melakukan upaya
perlindungan hukum OJK terhadap penerima gadai bersifat
administratitt = ‘karena | OJK . hanya - 'sebatas melakukan
pemeriksanaan dan pengawasan ‘terhadap masalah yang
dialami oleh pihak. pergadian. swasta.- OJK tidak memiliki
tanggung jawab terhadap barang jaminan yang rusak karena
tanggung jawab sepenuhnya ada pada perusahaan. Prosentase
nominal penggantian terhadap barang yang rusak/hilang wajib
diberikan sepenuhnya atau 100% sesuai dengan taksiran
barang jaminan yang masuk pada awal masuk di perusahaan

pegadaian tersebut. Bagian-bagian dari OJK yang membidangi
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penanganan kasus barang yang rusak pada Pelaku Usaha Jasa
Keuangan adalah IKNB (Industri Keuangan non-Bank) yang
menerima pengaduan dari EPK (Edukasi dan Perlindungan

Konsumen).

B. Saran
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penyusun,
terdapat beberapa saran yang diharapkan dapat membantu
masyarakat dalam menyelasaikan permasalahan yang terdapat
dalam dunia gadai, terutama dalam proses pengawasan serta
pengajuan ganti rugi, saran tersebut meliputi :

1. Penyusun menyarankan kepada pemerintah khususnya kepada
OJK selaku pengawas sektor jasa keuangan non-Bank untuk
lebih ketat dalam melakukan pengawasan dan memberikan
edukasi_serta_penyuluhan kepada pemberi gadai mengenai
resiko barang rusak atau hilang dan bagaimana sistem
penyelesainnya, apabila terjadi kasus barang yang rusak atau
hilang. = Selain itu, OJK diharapkan agar memberikan
perlindungan kepada konsumen serta menciptakan hukum
yang. dapat memberikan keadilan khususnya bagi tertanggung
dalam perjanjian gadai.

2. Kepada _konsumen, atau imasyarakat, diharapkan agar lebih
teliti dan hati-hati dalam melakukan perjanjian gadai,
diharapkan sebelum menandatangani kontrak gadai konsumen
benar-benar sudah memahami isi perjanjian, sehingga
kedepannya tidak akan terjadi masalah yang memberatkan
pihak pelaku usaha.
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3. Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib untuk segera
menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan konsumen

terkait barang gadai yang rusak atau hilang.
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LAMPIRAN



10.

11.
12.

13.
14.

15.
16.

PERTANYAAN WAWANCARA

Bagaimana upaya perlindungan hukum OJK terhadap penerima
gadai dari lembaga pegadaian swasta di Yogyakarta?

Bagaimana pengawasan OJK terhadap barang jaminan yang rusak
pada gadai swasta di Yogyakarta?

Bagaimana bentuk pengawasan OJK terhadap pihak pegadaian?
Selama ini apakah terdapat perbedaan terhadap penanganan kasus?
Baik itu mudah dan sulit.

Apakah terdapat kendala saat menangani kasus tersebut?

Apakah pihak OJK bertemu secara langsung dengan penerima
gadai?

Apakah ada surat kesepakatan yang diberikan oleh masing-masing
pihak?

Apa yang dilakukan olen OJK terhadap barang jaminan yang
rusak?

Apakah ada aturan khusus dari pihak OJK terhadap penggantian
barang rusak/hilang oleh pegadaian untuk penerima gadai?
Berapa prosentase nominal penggantian terhadap barang yang
rusak/ hilang?

Mengenai biaya ditanggungkan oleh siapa?

Berapa jangka waktu yang dapat dilayani oleh-ojk atas barang
hilang/rusak hingga penerima gadai mengajukan tuntutan?

Berapa jangka waktu dalam penanganan kasus?

Bagian-bagian mana saja dari OJK yang membidangi penanganan
kasus tersebut?

Bagaimana langkah-langkah dalam penanganan kasus tersebut?
Bagaimana kriteria pegadaian yang mampu bertanggungjawab atas

kerusakan/ kehilangan barang gadai?



17.

18.

19.

20.

21.

22.
23.

24.

Apakah ada penerima gadai yang menuntut ke OJK dikarenakan
pihak pegadaian tidak mau memberikan ganti rugi. Bagaimana
solusinya?

Apakah ada kriteria khusus untuk penggantian barang yang hilang/
rusak dari pihak OJK terhadap pegadaian dan penerima gadai? Jika
ada, apa saja kriteria khusus tersebut.

Apa saja syarat yang diberikan oleh OJK terhadap penerima gadai
agar memperoleh payung hukum untuk mendapatkan ganti rugi
atas kerusakan barang yang digadaikan?

Apa saja syarat yang diberikan oleh OJK terhadap pegadaian agar
memperoleh payung hukum atas keputusannya di dalam
memberikan ganti rugi atau tidak memberikan ganti rugi?

Apakah setiap pegadaian harus mengajukan pendaftaran terhadap
OJK?

Apa saja persyaratan untuk mengajukan pendaftaran ?

Pegadaian mana saja yang sudah didaftarkan ke OJK?, khususnya
di wilayah Yogyakarta.

Berapa jumlah pegadaian di wilayah Yogyakarta yang sudah
mendaftarkan diri ke OJK?
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